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Amar Putusan : Menolak permohonan provisi para Pemohon dan Menolak 
permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

Tanggal Putusan : Rabu, 24 November 2021. 
Ikhtisar Putusan : 

          Para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara 
Indonesia yang pada saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 bertugas sebagai 
petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc, baik sebagai KPPS, PPK, maupun PPS. 
Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena pasal-pasal yang 
dimohonkan pengujian telah membuat penyelenggaraan pemilihan umum lima kotak secara 
serentak menyebabkan beban kerja petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc 
menjadi sangat berat, tidak rasional, dan tidak manusiawi. Kerugian yang dialami oleh para 
Pemohon tersebut juga bersifat potensial, karena para Pemohon sangat berpotensi untuk 
turut serta sebagai petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc dalam pemilihan umum 
mendatang. 

 Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena yang dimohonkan 
oleh para Pemohon adalah Pengujian Undang-Undang in casu Pasal 167 ayat (3) sepanjang 
frasa “pemungutan suara dilalukan secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 
terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 

             Mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, menurut Mahkamah, para 
Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon 
dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni 
Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dan 
Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan 
tersebut bersifat spesifik dan aktual karena telah dialami oleh para Pemohon pada saat 
bertugas sebagai petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc pada tahun 2019 atau 
setidak-tidaknya potensial dapat terjadi karena para Pemohon juga sangat berpotensi untuk 
berpartisipasi secara aktif sebagai petugas penyelenggara pemilihan umum pada pemilihan 
umum mendatang. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan 
konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para 
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Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan 
a quo. 

 Kemudian terkait permohonan Provisi yang diajukan oleh para Pemohon, menurut 
Mahkamah, meskipun permohonan a quo berkaitan erat dengan sistem pelaksanaan 
pemilihan umum, terutama dengan jadwal pemilihan umum yang akan berdampak luas 
terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, namun sisa waktu menuju pentahapan 
Pemilihan Umum 2024 masih cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya menuju 
pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dimaksud. Oleh karena itu, tidak relevan mengaitkan 
permohonan provisi para Pemohon dengan jadwal Pemilihan Umum 2024. Dengan 
demikian, permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 

Kemudian sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, 
Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon ne bis in 
idem. Karena Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 telah pernah diajukan 
dan diputus oleh Mahkamah, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-
XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 
Februari 2020, yang masing-masing dalam amarnya menyatakan menolak permohonan para 
Pemohon untuk seluruhnya. Namun setelah Mahkamah mencermati dengan saksama 
permohonan para Pemohon, ternyata ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam 
permohonan a quo, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 belum pernah 
digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah 
sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan 
para Pemohon dengan permohonan sebelumnya karena dalam permohonan a quo, para 
Pemohon lebih menitikberatkan pada beratnya beban kerja yang akan dialami oleh petugas 
penyelenggara pemilihan umum ad hoc apabila tetap digunakan metode pemilihan lima 
kotak secara bersamaan pada gelaran pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang. 
Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian atau alasan 
yang digunakan dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus 
sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 
78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali. 

 Selanjutnya mengenai pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan apakah 
pilihan untuk menggabungkan antara pemilihan umum nasional (Presiden dan Wakil 
Presiden, anggota DPR dan DPD) dengan pemilihan umum lokal (anggota DPRD Provinsi 
dan DPRD Kabupaten/Kota) dalam penyelenggaran pemilihan umum serentak sebagaimana 
ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 adalah bertentangan 
dengan UUD 1945. Terhadap isu konstitusionalitas tersebut, Mahkamah terlebih dahulu 
menegaskan kembali pendiriannya mengenai sejumlah pilihan model keserentakan 
pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, 
sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
55/PUU-XVII/2019 dalam Paragraf [3.16]. Pilihan model keserentakan pemilihan umum 
dalam putusan Mahkamah tersebut adalah merupakan hasil penelusuran kembali original 
intent perubahan UUD 1945 yang dikaitkan dengan politik hukum untuk memperkuat sistem 
pemerintahan presidensial serta penelusuran makna pemilihan umum serentak dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014. 
Beberapa pilihan tersebut merupakan panduan bagi pembentuk undang-undang dalam 
menyusun desain penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak dan sebagaimana 
telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, semua 
pilihan model/desain keserentakan tersebut adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 
(konstitusional). Dengan posisi dan pendapat hukum demikian, Mahkamah menyerahkan 
kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan model pemilihan mana yang akan 
digunakan. Selain itu, Mahkamah juga telah menegaskan setidaknya terdapat 5 (lima) hal 
yang harus dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang dalam memutuskan pilihan 
model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Pertimbangan tersebut 
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didesain untuk memberi ruang kepada pembentuk undang-undang dalam memilih model 
keserentakan pemilihan umum yang tetap harus dalam batas-batas konstitusional 
(constitutional boundary) yang telah diatur dan ditetapkan seperti politik hukum dalam 
pembentukan undang-undang pemilihan umum dan perlindungan terhadap hak asasi 
manusia, baik bagi kontestan, pemilih maupun penyelenggara, pengawas, dan keamanan 
serta pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak. 

Selanjutnya berkenaan dengan keinginan atau desain baru keserentakan dan 
sekaligus desain waktu sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, 
keinginan para Pemohon untuk memisahkan pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan 
DPRD Kabupaten/Kota telah tertampung dalam opsi pilihan model keserentakan dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut di atas. Apabila dilihat dari 
pilihan model dalam putusan a quo, model keempat dan kelima sebenarnya telah sejalan 
dengan keinginan para Pemohon. Setidak-tidaknya, opsi yang ditawarkan (diinginkan) para 
Pemohon telah tertampung dalam opsi keenam, yaitu “pilihan-pilihan lainnya sepanjang 
tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan 
Presiden/Wakil Presiden”. Dalam konteks demikian, keinginan para Pemohon untuk lebih 
memfokuskan kepada salah satu model tersebut tidak lagi berada dalam kewenangan 
Mahkamah, tetapi telah diserahkan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. 
Dengan pendirian demikian, jikalau Mahkamah menentukan salah satu model dari pilihan 
model yang ditawarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, 
secara implisit, Mahkamah akan terperangkap untuk menyatakan model lain yang tidak 
dipilih sebagai sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Sebagai the 
sole interpreter of the constitution, sekalipun bukan satu-satunya penafsiran yang dipakai 
untuk menentukan pilihan model atau desain keserentakan pemilihan umum, Mahkamah 
tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari penafsiran original intent sebagai salah satu 
metode untuk memahami konstitusi. 

Kemudian berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan pemilihan umum 
lima kotak menyebabkan beban kerja petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc yang 
sangat berat, tidak rasional dan tidak manusiawi. Menurut Mahkamah, beban kerja yang 
berat, tidak rasional dan tidak manusiawi sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon sangat 
berkaitan dengan manajemen pemilihan umum yang merupakan bagian dari implementasi 
norma. Mahkamah menilai hal tersebut berkaitan dengan teknis dan manajemen atau tata 
kelola pemilihan umum yang menjadi faktor penting kesuksesan penyelenggaraan pemilihan 
umum serentak. Sehingga, apa pun pilihan model keserentakan yang dipilih oleh pembentuk 
undang-undang, sangat tergantung pada bagaimana manajemen pemilihan umum yang 
didesain oleh penyelenggara pemilihan umum, tentu dengan dukungan penuh dari 
pembentuk undang-undang beserta stakeholders terkait. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah 
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

Dalam Provisi: 

       Menolak permohonan provisi para Pemohon 

Dalam pokok Permohonan: 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya 

        


